BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PENDELEGASIAN PETIKAN KEPUTUSAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berda\‘s’arkalii‘“Surat Edaran Badan Kepegawaian
Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan
Pelaksana,{Harian ‘;D’zfm Pelaksana Tugas Dalam Aspek
Kepegawaia;ﬁ tanggal 14 Januari 2021 pada poin 3 huruf b
angka 2 yang ‘menyebutkan Pelaksana Harian dan
Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan
dan/atau tindakan yé'ng bersifat strategis yang berdampak
pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian,
dan angka 3 yang menyebutkan Pelaksana Harian dan
Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan
danlatau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Petikan Keputusan Di Bidang
Kepegawaian Pada Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito
Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, T ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang—Uridgng Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaranfk‘Negara,Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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Peraturan Daerah Kabupaten Baritc selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7

Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020

Ad Am PN b

o ‘7’Tamba’han Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PENDELEGASIAN PETIKAN KEPUTUSAN DI BIDANG
KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
BARITO SELATAN. P

Pasal I
Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 9 Tahun
2019 tentang Pendelegasian Petikan Keputusan Di Bidang Kepegawaian Pada
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 10), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan Petikan Keputusan di
Bidang Kepegawaian kepada Kepala BKPSDM yang meliputi :
a. Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberian Ijin Belajar;
b. Petikan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pemberian jin Belajar;
c. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Gelar;
d. Petikan Keputusan Bupati tentang Keterangan Kelulusan,
e. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam J abatan
Fungsional;
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f. Petikan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sementara Dalam Jabatan
Fungsional;dan
g. Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dalam Jabatan

Fungsional

(2) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
BKPSDM memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen,
menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen di bidang kepegawaian sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam hal kepala BKPSDM belum definitif atau berhalangan sementara dan
dijabat oleh Pt Kepala BKPSDM atau plh. Kepala BKPSDM,
penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal =1 gorvord 2022

Diundangkan di Buntok
pada tanggal %1 genuvexi 2022

/~SEKRETARIS DAERAH

KABUPAT ”ﬁj\{um SELATAN,
e

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR *



